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Pengalokasian

anggaran melalui dana
cadangan belum dapat
dilakukan secara rutin.

YOGYAKARTA Pemerintah
Kota Yogyakarta akan segera menyu-
sun dan mengusulkan kebutuhan
alokasi anggaran untuk memenuhi
kewajiban hukum pemerintah daerah
atas sengketa Terminal Giwangan
melalui APBD Perubahan 2018.

“Kami susun kebutuhan ang-
garan sebagai dasar usulan kebutu-
han anggaran untuk kemudian diba-
has bersama dengan DPED Kota Yog-
yakarta,” Kata Kepala Badan Penge-
lolaan Keuangan dan Aset Dacrah
. (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri

vakarta memiliki Iu-wnjiban untuk

membayar penggantian aset sebesar

Rp 56 miliar terhadap pengelola awai
Terminal Giwangan.

Sengketa pengambilalihan
pengelolaan Terminal Giwangan
sudah berproses secara hukum sejak
2010 saat pengelola awal terminal,
PT Perwita Karya mengajukan guga-
tan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Gugatan tersebut terkait dengan
nilai aset Tﬁm:.ml Giwangan Yog-
vakarta. Pemerintah Kota Yogvakarta
menyatakan bahwa nilai aset hanya Rp
41 miliar karvna tidak memasnidan ber-

Namun, proses hukum yang di-
lakukan bertahap hingga tahap kasasi
dan peninjauan kembali menyatakan
bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta
wajib melakukan penggantian nilai aset
sebesar Rp 56 miliar ke pengelola awal

melalui dana cadangan,” katanya.
Meskipun demikian, pengaloka-
sian anggaran melalui dana cadangan
tersebut belum dapat dilakuban se
cara rutin setiap tahun karena
aturan.

Oleh karena itu, lanjut dia,
Pemerintah Kota Yogyakarta akan
mengusulkan alokasi anggaran untuk
memenuhi kewajiban atas sengketa
‘Terminal Giwangan melalui sisa lebih
penghitungan anggaran (silpa)2017.

Kadri menyebut, dana yang
masuk dalam silpa 2017 cukup ba-
nyak yaitu sekitar Rp 242 miliar
schingga pemerintah daerah tidak

u ada EseTan lain.
M‘irholu]!:'tc:glya, wmlhmb
nal Giwangan Yogyakarta menjadi
salah satu kendala dalam proses pelim-
pahan pengelolaan aset terminal oleh
pemerintah pusat. Sedangkan untuk
personel dan pendanaan sudah dilim-

Biaya Sengketa Terminal
Giwangan Diusulkan

jawab anggaran untuk pengelolaan dan
operasional Terminal Giwangan.
"Hanya saja untuk aset terminal
masih belum' dapat dilimpahlan
sevara tuntas karena masih ada kasns
hukum atas aset terminal imbas dari
pengambilalihan Terminal Giwangan
oleh Pemerintah Kota Yogyakarta
dari PT Perwita Karya selaku penge-
lola awal,” kata Kepala Bagian Tata
Pemerintahan dan Kesejahteraan

Ralkyat Kota Yogyakarta Zenni Lingga
beberapa wakiu lalu.

eputusan Mahkamah Agung, Peme-
rintah Kota Yogyakarta berkewajiban
membayar sengketa Rp 56 miliar ke
PT Perwita Karya sesoai nilai aset
terminal. Kementerian Perhubungan,
lanjut Zenni, memberikan sinyal agar
Pemerintah Kota Yogyakarta menye-

Renggono, Ahad (1/7). terminal “Pemerintah memilid iktikad ~ pahlan ke pemerintah pusat sealkawal  lesaikan kasus hulum tersebut hingga
- Berdasarkan hasil peninjauan  bafkuntuk membayar penggantianaset 2017 sehingga Pemerintah KotaYogya-  tuntas sebelum mengambil alih asel.
kembali (PK), Pemerintah KotaYog-  dengan mengalokasikan anggaran  karta tidak lagi memiliki tanggung B antars ed: fernan ratisdi
= — = =)
Instansi Nilai Berita Sifat Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum Netral Biasa Untuk Diketahui
2. Bagian Tapem dan Kesra
3. BPKAD
Y ogyakarta, 30 September 2024
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